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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran  

 Perkembangan bank syariah saat ini di Indonesia sudah semakin pesat  

ditandai dengan pemerintah Indonesia yang berperan aktif dalam mengembangkan 

perindustrian perbankan syariah di Indonesia dalam mengambil langkah awal untuk 

mampu mengembangkan sistem perekonomian yang berlandaskan dengan nilai 

kemanfaatan, kebersamaan, pemerataan masyarakat dan sistem keadilan yang tentu 

saja harus sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Semakin pesatnya perbankan 

syariah di Indonesiadapat diketahui melalui Statistika Perbankan Syariah (SPS) 

pada Desember 2017, perkembangan bank syariah semakin meningkat dengan 

memiliki Kantor Pusat atau Kantor Cabang sebanyak 724, Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) sebanyak 1.315 dan Kantor Kas sebanyak 404 kantor baik Bank 

Umum Syariah(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). 

 Pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai perbankandengan 

membentuk Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan pada akhirnya disahkan 

dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008.Dengan adanya hal tersebut 

membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia terus 

berkembang.Berdasarkan perundang-undangan tersebut dalam menjalankan 

usahanya Bank menggunakan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
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 Pada era saat ini masyarakat Indonesia menganggap rumah menjadi salah 

satu cerminan pribadi dari masyarakat tersebut baik dari perorangan maupun 

lingkungannya, pemerintah menjadikan inisuatu permasalahan yang utama karena 

samakin banyak masyarakat yang ingin sekali mempunyai kebutuhan primer yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia ini, tetapi harga rumah yang semakin lama 

semakin tinggi, berbanding terbalik dengan kemampuan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menyebabkan jarang orang mampu membeli 

atau memiliki rumah tersebut. Permasalahan ini dapat diatasi melalui program yang 

sedang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia yaitu program satu juta rumah 

dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berpenghasilan rendah 

melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementrian 

Perumahan Rakyat (KEMENPERA) memberikan bantuan dan keringanan dalam 

pembelian perumahan. 

 Suatu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat adalah dengan 

melakukan sistem kerjasama dengan bank-bank syariah di Indonesia untuk 

mengeluarkan suatu produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah impian yang 

diharapkan, salah satunya dengan bekerjasama dengan Bank BTN Syariah yang 

mengeluarkan suatu produk KPR bersubsidi, produk KPR yang dikeluarkan 

dinamakan produk KPR SSM iB tidak hanya untuk memberikan fasilitas 

pembiayaan perumahan tetapi juga untuk mendukung program satu juta rumah 

yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga beriringan dengan Bank BTN dalam 



3 

 

 

menetapkan visi dan misinya yang baru untuk lebih fokus untuk menyukseskan 

program satu juta rumah ini, saat ini kesenjangan antara jumlah yang dibutuhkan 

masyarakat dengan rumah yang terbangun belum dapat seimbang maka dari itu 

developer ditargetkan untuk mempercepat pembuatan rumah, masalah ini juga 

yang harus diimbangi oleh Bank BTN untuk lebih menyediakan banyak 

pembiayan KPR subsidi. 

 Masyarakat yang difokuskan adalah yang berpenghasilan rendah agar 

diharapkan dapat mempunyai rumah layak huni dengan cara memberikan margin 

cicilan yang ringandan uang muka yang terjangkau selama pengembalian 

pembiayaan berdasarkan jangka waktu yang disepakati dengan cara yang mudah 

dan cepat serta persyaratan dan ketentuan yang mudah dipenuhi berdasarkan 

uraian diatas penulis ingin membahas mengenai “MEKANISME 

PEMBIAYAAN KPR SSM BTN iB SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH 

INDONESIA PADA BANK BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA’’
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1.2 Tujuan Magang 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam magang ini adalah : 

1) Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pembiayaan KPR Subsidi 

Selisih Margin (SSM) BTN iB sebagai program pemerintah Indonesia, 

2) Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin 

(SSM) BTN iB sebagai program pemerintah Indonesia. 

 

1.3 Target Magang 

Target yang harus dicapai dalam magang ini adalah : 

1) Mampu mengetahui syarat dan ketentuan pembiayaan KPR Subsidi 

Selisih Margin (SSM) BTN iB sebagai program pemerintah Indonesia, 

2) Mampu menjelaskan mekanisme pembiayaan KPR Subsidi Selisih 

Margin (SSM) BTN iB sebagai program pemerintah Indonesia. 

 

1.4 Bidang Magang 

 Bidang magang tugas akhir ini dilakukan oleh beberapa unit : 

1) Mortgage and Consumer Financing Unit Head (MCFU) memiliki tugas 

dan wewenang dalam membuat rencanausulan target dengan lebih 

efektif dan efisien baik dibidang layanan, strategi dan marketing 

product, mengarahkan serta menunjuk analyst yang akan menganalisis 

pembiayaan tersebut, melaporkan strategi marketing mengevaluasi dan 

mengarahkan layanan dan strategi bisnis pembiayaan dilapangan supaya 

mencapai target pembiayaan. 



5 

 

 

 

2) Data Entry mengumpulkan data calon nasabah pembiayaan yang 

diusulkan untuk di masukkan kedalam data Informasi Debitur (Ideb). 

3) Financing service (FS)memiliki bagian yang melayani pembiayaan 

pertama kali terkait pembiayaan menyambut dan memenuhi kebutuhan 

tentang informasi atas usulan target nasabah pembiayaan yang sudah 

diusulkan, setelah itu review ulangdata calon nasabah pembiayaan yang 

sudah di lihat kelengkapan datanya, mewawancarai calon nasabah dan 

membuat Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3), melakukan 

akad pembiayaan KPR syariah pada calon nasabah. 

4) Analyst Officer (AO) memiliki tugas dalam mengenalisa calon nasabah 

pembiayaan yang nantinya akan diberikan pembiayaan 

tersebut.Membuat analisis pembiayaan berupa analisis keuangan, 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon nasabah, mengetahui tujuan 

permohonan pembiayaan tersebut, jika nasabah seorang wiraswasta 

maka pihak AO harus mengetahui sejarah usaha dari calon nasabah 

tersebut. 

5) Financing Administration (FA)yang melakukan kunjungan penilaian 

taksasi agunan dan kunjungan pada usaha atau pekerjaan yang 

dijalankan calon nasabah pembiayaan untuk mengetahui kebenaran data 

yang diberikan.  
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1.5 Lokasi Magang 

 Lokasi magang yang dilaksanakan di Bank BTN Kantor Cabang Syariah 

Yogyakarta yang beralamat di Jl. Faridan M. Noto No.10, Kotabaru, 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224, Telepon: 

(0274) 7499742, 7499743, Fax: (0274) 7499741. 

 

1.6 Jadwal Magang 

Jadwal pelaksanaan magang di Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta 

dilakukan selama satu bulan pada tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 29 Maret 

2018 yang dilaksanakan sesuai dengan jam kerja sesuai dengan kesepakatan: 

Tabel 1.1 Jadwal Magang 

NO KEGIATAN 

2018 

FEBRUARI MARET APRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pembuatan Proposal             

2 
Pemilihan tempat 

magang 
            

3 Pembekalan magang             

4 Pelaksanaan magang             

5 Bimbingan magang             

6 
Penyusunan laporan 

magang 
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1.7 Sistem Penulisan Laporan Magang 

 Untuk mempermudah laporan magang ini dibagi dalam empat bab, dengan 

pokok bahasan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi mengenai dasar pemikiran, tujuan magang, target magang, 

bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan 

magang. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini yang didalamnya menganai teori yang berisikan tentang pengertian 

dari bank syariah,mekanisme, KPR subsidi syariah sendiri serta membicarakan 

mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan tersebut. 

BAB III : Analisa Deskriptif 

Pada bab ini berisi tentang data-data mengenai bagaimana syarat ketentuan dan 

mekanisme pembiayaan KPR SSM iB BTN syariah. 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penyusunan laporan magang.Kesimpulan 

ini disimpulkan berdasarkan data-data yang didapatkan pada saat melakukan 

magang di Bank BTN syariah, serta saran yang dapat dikembangkan kembali. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Bank 

  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 yang 

dimaksud dengan perbankan adalah suatu badan usaha yang menyalurkan dana 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan menyimpan dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat luas. 

  Pendapat dalam bukunya Teori dan Aplikasi (Kuncoro, 2002) Manajemen 

Perbankan bahwa pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan yang dalam 

usahanya bergerak dalam bidang menghimpun danamasyarakat dan 

menyalurkankembali pada masyarakat dalam bentuk kredit dan memberikan 

jasa-jasa layanan dalam lalu lintas peredaran uang. Kesimpulannya adalah bank 

adalah lembaga keuangan intermediary yang menghubungkan antara masyarakat 

yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya pada bank dan masyarakat 

yang kekurangan dana sehingga dapat disalurkan dalam bentuk kredit untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

tersebut.  

 

2.2  Bank Syariah 

  Pada masa sekarang ini perbankan syariah berperan penting terhadap 

industri industri perbankan di Indonesia yaitu salah satu faktornya karena 

penduduknya
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beragama muslim yang didukung dengan sumber daya insani yang memadai baik 

dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Edit  

 Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut dengan Unit 

Usaha Syariah dan bank syariah, meliputi kecakupan kegiatan usaha, 

kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. 

Bank syariah juga mempunyai fungsi sebagai perantara bagi pihak yang 

berkelebihan dana dengan menyalurkannya kepada pihak yang berkekurangan 

dana untuk suatu kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan dan lalu lintas 

pembayaran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan hukum 

islam dengan prinsip operasional perbankan selalu berpedoman kepada Al-Quran 

dan Al Hadist.  

 Prinsip operasional bank syariah mengacu terhadap nilai-nilai dasar sistem 

ekonomi Islam.Sistem yang paling terlihat adalah sistem yang tidak mengenal 

konsep bunga dan tidak mengenal pinjaman uang kepada masyarakat tetapi lebih 

kepada hubungan kemitraan yang saling bekerjasama dengan menggunakan 

prinsip bagi hasil yang bersepakatan pada awal akad.Dalam operasionalnya 

perbankan syariah lebih mengedepankan dengan transaksi yang bersifat halal saja 

dan berorientasi terhadap keuntungan dunia dan akhirat serta diperuntukan untuk 

kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun.Dalam kegiatan 

operasionalnya bank syariah wajib menghindari aktivitas yang mengandung unsur 

MAGHRIB yaitu maysir, gharar, riba dan hal-hal yang dilarang didalam 

Al-Quran dan As-Sunnah. 
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 Bank syariah dalam prinsip operasionalnya dalam menyediakan jasa-jasa 

sebagai lalu lintas pembayaran yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengelola dana investasi yang diamanahkan dari pemilik dana kepada pengelola 

dana yang juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagai penerima 

amanah dari sebagian dana yang diberikan oleh pemilik dana untuk diinvestasikan 

dan dibagihasilkan menurut syariat islam dan menurut ketentuan bank. 

 

2.3 Produk Bank Syariah 

   Dalam perbankan syariah terdapat sistem bank sebagai lembaga 

intermediary yaitu menjadi penghubung antara masyarakat yang berkelebihan 

dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, bank syariah juga menyediakan 

jasa-jasa pelayanan. 

 

2.3.1. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah 

Jenis produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah kurang lebih sama 

dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional seperti produk 

tabungan, deposito dan giro tetapi terdapat perbedaan dari segi akad dan prinsip 

yang digunakan sehingga keuntungan yang didapat oleh masyarakat juga berbeda 

menurut (Muhammad, 2005) : 

1) Al - Wadi’ah 

Produk perbankan yang menggunakan akad Al- Wadi’ah (titipan murni) 

adalah Tabungan. Tabungan wadi’ahadalah bentuk simpanan dengan 

menggunakan akad wadi’ah penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati dengan 
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menggunakan ATM, Buku Tabungan, Slip penarikan dan sarana 

lainnya, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan billyet giro, 

cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu. 

2) Prinsip Mudharabah  

Produk dengan prinsip nasabah sebagai pemilik dana atau sebagai 

penyimpan dana dan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana. 

Dana yang sudah dihimpun oleh pihak perbankan setelah itu akan 

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut 

dalam bentuk pembiayaan, dan jika terdapat kerugian maka pihak bank 

akan mengganti dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut biasanya 

akad ini diapakai untuk produk tabungan dan deposito yang ada di 

bank. 

2.3.2.  Produk Penyaluran Dana Bank Syariah 

a) Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Yang dilaksanakan menggunakan pembiayaan jual beli ini adalah 

suatu pemindahan kepemilikan suatu benda atau barang yang tingkat 

keuntungannya diputuskan diawal dan sudah menjadi bagian harga 

atas barang yang dijual. 

1) Pembiayaan Murabahah 

Dengan mengedepankan nilai keuntungan yang disepakati maka 

akad jual beli Murabahah dilakukan, seperti mekanisme 

penjualan rumah dengan akad Murabahah yaitu bank bertindak 

sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai 
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pembeli.Keduanya harus menyepakati antara jangka waktu 

pembiayaan dan harga jual beli yang disepakati dimana harga 

jual itu adalah harga beli bank pada developer ditambah dengan 

margin keuntungan bank dan harus diketahui oleh kedua belah 

pihak supaya tidak terjadi kesalahpahaman kesepakatan yang 

sudah disepakati tidak dapat berubah selama berlangsungnya 

akad tersebut. 

2) Pembiayaan Salam  

 Transaksi jual beli yang dilakukan namun barang yang akan 

diperjual belikan belum tersedia, namun pembayaran tetap 

dilakukan secara tunai tetapi barang diberikan secara tangguh. 

Dalam hal ini berbeda dengan pembiayaan Murabahah kali ini 

pihak bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah bertindak 

sebagai penjual dalam transaksi ini harga, waktu, kuantitas dan 

kualitas harus diketahui dan disepakati lebih awal. 

3) Pembiayaan Istishna  

 Berbeda dengan transaksi pembiayaan Salam yang belum 

terdapat barangnya, pembiayaan Ishtishna ini adalah suatu 

pembiayaan yang bentuk pemesanan barangnya diawal akad 

dengan pembuatan barang berdasarkan kriteria dan persyaratan 

yang sudah disepakati antara kedua belah pihak antara pemesan 

dan penjual.Dalam pembiayaan Istishna ini biasanya 

dipraktekan dengan membiayayai pembiayaan manufaktur 
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ataupun pembiayaan konstruksi. Perjanjian pertama dilakukan 

oleh bank dengan developer, bank meminta developer untuk 

membangunkan sebuah bangunan sesuai yang dipesankan 

dengan cara bertahap dan diakhiri dengan proses pemindahan 

hak milik dari developer pada bank. Perjanjian kedua dilakukan 

oleh pihak nasabah dan perbankan, konsumen harus memesan 

rumah yang sudah dibangun terlebih dahulu secara bertahap dan 

diakhiri dengan pemindahan kepemilikan dari bank kepada 

nasabah. 

b) Pembiayaan dengan prinsip Sewa 

Prinsip akad sewa biasa dikatakan sebagai Ijarah Muntahyya Bittamlik 

(IMBT) yaitu nasabah menyewa rumah yang sudah dibeli oleh pihak 

bank diakhiri dengan pemindahan kepemilikan antara nasabah dan 

bank diakhir masa sewa. 

c) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (syirkah) 

1) Pembiayaan Musyarakah 

Untuk menaikan nilai asset diantara kedua belah pihak secara 

bersama-sama dengan menggunakan transaksi musyarakah 

mereka saling bekerjasama, pembiayaan musyarakah yang 

menjalankan usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih 

dimana kedua belah pihak mencampurkan antara dana dan 

sumber daya manusia serta keahlian mereka masing-masing 

yang tidak berwujud maupun yang berwujud. 
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2) Pembiayaan Mudharabah 

Kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pemilik dana 

(shahibul maal) dan pihak yang dipercaya untuk mengelola dana 

pemilik modal (mudharib) dengan suatu pembagian margin 

keuntungan yang sama rata, tetapi jika terjadi kerugian akan 

ditanggung pemilik modal dengan catatan tidak terjadi karena 

ulah pengelola modal usaha. 

d) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap 

1) Hiwalah (Akad Utang Piutang)  

 Yaitu pengalihan utang piutang yang memberikan keuntungan 

kepada supplier mendapatkan modal untuk melanjutkan 

usahanya 

2) Rahn (Gadai) 

   Nasabah dapat memberikan jaminan tertentu kepada pihak bank 

dengan tidak merusak atau mengurangi nilai barang yang 

digadaikan. 

3) Qardh(Pinjaman Kebaikan) 

 Didalam perbankan akad pembiayaan Qardh ini berarti 

peminjaman dana kepada nasabah salah satu contohnya yaitu 

talangan haji, pinjaman kepada para usaha kecil, pinjaman yang 

diberikan kepada seluruh pengurus bank sebagai fasilitas yang 

diberikan. 
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4) Wakalah 

 Nasabah mewakilkan pekerjaannya kepada pihak perbankan dan 

memberikan kuasa kepada pihak bank secara penuh untuk 

melakukan pekerjaannya. 

 

2.4 Pembiayaan Syariah 

 Pada prinsipnya pembiayaan syariah sudah tertuang didalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan tagihan dan uang yang 

atau dipersamakan dengan itu atas persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain tersebut mengembalikan tagihan 

atau uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati dan 

pengembaliannya berupa imbalan atau bagi hasil. Pada dasarnya istilah kredit 

digunakan untuk pembiayaan bank konvensional tetapi untuk ranah syariah 

disebut pembiayaan syariah karena memiliki skema dan sistem yang berbeda 

dengan bank konvensional dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana. Prinsip tolong menolong yang terdapat dalam pembiayaan 

syariah menjadi perbedaan yang mendasar terhadap penyaluran pembiayaan yang 

terdapat di bank syariah sehingga aspek akhlak dan ibadah menjadi hal yang paling 

mendasar terhadap kegiatan bisnis terutama dibidang syariah. Selain itu proses 

pembiayaan di bank syariah juga mengedepankan prinsip kepercayaan dengan cara 

memberikan kepercayaan kepada pihak lain yang diamanahkan sesuai dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan dijalankan secara adil dan jujur dan dapat 

menguntungkan kedua belah pihak.  
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2.4.1  Proses Pembiayaan 

 Yang pertama kali harus dilakukan dalam tahapan proses pembiayaan 

secara umum adalah yang pertama Inisiasi yaitu proses awal menentukan karakter 

atau kriteria calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan agar sesuai dengan 

tipe yang diinginkan oleh pihak bank (Wawan, 2014) : 

1) Solitisasi 

Ini adalah proses dimana pihak bank mencari calon nasabah sesuai 

dengan kriteria atau tipe yang diinginkan oleh bank. Proses ini dapat 

dilakukan dengan cara menentukan siapa saja nasabah yang dituju dan 

bisnis apa saja yang menjadi target pemberian pembiayaan. 

2) Evaluasi Nasabah 

Proses ini dilakukan dengan cara proses pengumpulan data dan 

penilaian terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan dengan 

melakukan kunjungan kepada nasabah dengan laporan kunjungan 

nasabah tujuan, hasil laporan, dan tindak lanjut laporan, pengumpulan 

data yang dimaksud yaitu dengan mencari tau legalitas data nasabah, 

surat permohonan yang ditulis nasabah, data jaminan, data keuangan 

nasabah, jaminan, dan proyek nasabah yang dijalankan. Setelah itu 

data dimasukan kedalam financing file, setelah itu usaha calon nasabah 

akan dievaluasi apakah nilai dari kelayakan usaha tersebut dapat 

memenuhi syarat dan karakter yang ditentukan oleh pihak bank dan 

pihak bank akan mentaksasi nilai jaminan yang diberikan oleh 

nasabah. 
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3) Approval 

 Pada tahapan ini adalah tahapan lanjutan yang dilakukan setelah 

melakukan evaluasi yaitu dengan mempresentasikan hasil evaluasi 

pembiayaan didepan komite pembiayaan, pada tahap ini akan 

ditentukan apakah pembiayaan tersebut akan diterima atau ditolak oleh 

pihak bank, jika permohonan pembiayaan ditolak oleh bank maka 

semua berkas yang pernah diberikan kepada pihak bank oleh nasabah 

akan dikembalikan kembali tetapi jika pembiayaan tersebut diterima 

maka pihak bank akan segera menandatangi perjanjian pembiayaan 

dan memberikan bantuan pembiayaan tersebut kepada pihak nasabah. 

Pada tahapan setelah inisiasi adalah tahap dokumentasi setelah pihak bank 

menentukan nasabah mana yang akan diberikan pembiayaan, akan melakukan 

dokumentasi sebelum penandatanganan dan sebelum dana pembiayaan dicairkan.  

 

2.4.2 Unsur-Unsur Pembiayaan 

 Secara garis besar pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah yang membutuhkan berdasarkan perjanjian dan keputusan yang 

diputuskan diawal serta jangka waktu yang disepakati, pembiayaan yang terdapat 

pada perbankan syariahharus mengetahui tujuan dari pembiayaantersebut.Oleh 

karena itu kita harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan 

syariah yang seperti diuraikan oleh (Susiana, 2010). 

1) Perbankan syariah dalam menjalankan semua prinsip dan sistem 

operasionalnya berdasarkan hukum islam yaitu Al-Quran dan 
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Al-Hadist makasetiap transaksitidak diperbolehkan bertentangan 

dengan hukum syariah yang sudah disepakati baik setiap kegiatan 

transaksi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Karena jika 

transaksi yang dilakukan bertentangan dengan hukum islam maka akad 

yang dilakukan akan dibatalkan. 

2) Perjanjian syariah merupakan perjanjian yang dilakukan atas dasar 

saling ridho dan ikhlas,tidak diharapkan adanya pemaksaan dalam 

melakukan pejanjian tersebut, dimaksudkan untuk saling mengetahui 

antara kedua belah pihak mengenai perjanjian yang akan disepakati 

agar tidak mengalami kerugian disalah satu pihak, perjanjian atas dasar 

pemaksaan tidak akan mempunyai kekuatan dimata hukumsyariah. 

3) Isi didalam hukum syariah harus jelas dan di jelaskan secara       

agar tidak terdapat hal yang disebunyikan antara kedua belah pihak dan 

tidak menjadi salah paham antara keduanya tentang perjanjian antara 

kedua belah pihak. 

 

2.4.3 Tujuan Pembiayaan 

 Bank memberikan pembiayaan kepada nasabahtidak terlepas dari tujuan 

pembiayaan, tujuan yang utama dari pemberian pembiayaan tersebut adalah 

(Kasmir, 2006) : 

1) Tujuan yang pertama yaitu bank bisa mendapatkan keuntungan dari 

hasil harga jual pembiayaan yang diberikan ditambah dengan margin 

keuntungan yang sudah disepakati bersama antara nasabah dan pihak 

bank. 



19 

 

 

 

2) Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang secara ekonomi 

belum mengerti, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat 

mengakses ekonomi secara mudah. 

3) Nasabah yang sedang ingin mengembangkan usahanya dapat 

menambah dana usahanya dengan melakukan pengajuan pembiayaan 

agar usahanya terus berkembang dan pihak bank dapat merealisasikan 

produk pembiayaannya. 

4) Membantu pemerintah secara tidak langsung karena semakin banyak 

pembiayaan yang akan disalurkan oleh pihak bank akan secara tidak 

langsung menumbuhkan perekonomian diberbagai sektor. 

 

2.5  Mekanisme 

 Suatu sistem dan rangkaian kerja yang dijadikan sebuah alat untuk 

menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kerja dengan melihat proses dari 

rangkaian kerja tersebut yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal 

dan meminimalisir suatu resiko kegagalan (Moenir, 2001). Saat ini terdapat 

beberapa definisi mengenai mekanisme tetapi dengan konteks yang berbeda.Salah 

satunya adalah pengertian mekanisme menurut etimologis diambil dari kata 

Yunani yaitu mechane yang mempunyai arti mesin, instrumen, peralatan untuk 

membuat sesuatu atau suatu perangkat yang dipergunakan untuk menyelesaikan 

suatu masalah. Dan untuk kata lain yang berarti mechos yaitu diartikan sebagai 

sarana dan cara atau proses untuk menjalankan sesuatu.  
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 Dari beberapa definisi diatas mekanisme juga mempunyai beberapa 

pengertian yang dijelaskan menjadi empat pengertian (Moenir, 2001). 

1. Pengertian yang pertama, mekanismesebuah mesin atau alat yang 

dipergunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan teori yang berhubungan dengan 

gejala resiko yang dihadapi dalam sebuah permasalahan dengan 

prinsip yang digunakan untuk menyelesaikannya, atau bisa dikatakan 

sebagai suatu sistem kerja yang tanpa sengaja menghasilkan kegiatan 

atau fungsi sesuai dengan tujuan.  

2. Pengertian yang kedua, mekanisme dapat dilihat secara keseluruhan 

sebagai cara kerja, dapat diartikan sebagai bagaimana cara kerja 

sebuah mesin mekanisme dapat saling bekerja dengan sebuah sistem 

didalamnya, serta melihat fungsi yang bekerja pada setiap sistem 

didalamnya.  

3. Pengertian mekanisme yang ketiga yaitu suatu upaya penyesuaian 

terhadap suatu interaksi dari bagian satu kepada sistem bagian yang 

lainnya dan bagaimana cara seseorang dalam menyesuaikan diri 

terhadap lingkungannya. 

4. Pengertian mekanisme yang keempat suatu upaya untuk menjelaskan 

suatu mekanise yang sudah dilakukan dengan gerak sebuah alat yang 

tidak dapat dirubah lagi baik struktur internalnya. 
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2.6 Kredit Pemilikan Rakyat Syariah 

 Pada prinsip yang dijalankan perbankan syariah menurut (Haris, 2007) 

mempunyai persamaan dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga 

intermediary yaitu dengan menerima dana dari seseorang yang berkelebihan dana 

melalui produk penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada seseorang 

yang berkekurangan dana melalui produk penyaluran dana. Sehingga 

produk-produk yang sudah disediakan pada bank konvensional sejatinya juga 

dapat di keluarkan oleh bank syariah. Tetapi meskipun bank syariah mengeluarkan 

produk yang sama dengan produk bank konvensional masih terdapat berbagai 

macam perbedaan dalam produk KPR pembiayaan yang dikeluarkan. Ini 

dikarenakan perbedaan prinsip yang dijalankan oleh perbankan syariahdan 

perbankan konvensional yaitu konsep kerugian dan konsep bagi hasil (loss sharing 

dan profit sharing) sebagai pengganti dari sistem bunga yang dihasilkan melalui 

kredit bank konvensional, dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah ini 

memang perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional 

diantaranya adalah diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkannya tawar- 

menawar antara nasabah dan pihak bank, pemberlakuan dalam sistem kredit dan 

dalam prosedur pembiayaannya. 

Produk KPR menjadi salah satu produk yang disediakan oleh bank untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan kepemilikan perumahan. Melalui pembiayaan 

KPR ini kita tidak diharuskan untuk membeli perumahan sesuai dengan harga 

rumah yang dijual tetapi kita diringankan dengan hanya membayar uang muka 

yang disepakati dan rumah akan menjadi milik kita, karena kita dapat menikmati 
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untuk tinggal dirumah itu walaupun sepanjang berjalannya waktu kita 

berkewajiban untuk terus mengangsur pembiayaan KPR perumahan tersebut 

sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.yang membedakan antara 

produk KPR syariahdengan produk KPR yang terdapat pada bank konvensional 

adalah dengan memadukan dan menggali akad-akad transaksi pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank syariahberdasarkan prinsip operasional yang diperbolehkan 

oleh hukum islam. Akad yang sering digunakan oleh produk pembiayaan KPR 

syariahitu sendiri adalah akad murabahah, istishna dan wakalah. 

 

2.6.1  Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Syariah 

 KPR subsidi syariah adalah jenis pembiayaan perumahan subsidi yang 

diperuntukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan 

dibawah 4.000.000 rupiah untuk tetap mendapatkan rumah hunian yang layak 

untuk dihuni. Sejatinya program KPR subsidi ini dicanangkan oleh pemerintah 

Indonesia yang bekerjasama dengan bank penyalur pembiayaan yang sudah 

diamanahkan oleh pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan (Pundi, 2016)  

 Dalam Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Syariah dalam bank syariah 

biasanya menggunakan beberapa akad yaitu akad murabahah dan wakalah.Untuk 

akad yang pertama dilakukan adalah akad wakalah secara prinsip bank akan 

membelikan perumahan subsidi yang diinginkan oleh masyarakat terlebih dahulu 

dari pengembang atau developer, setelah itu dengan menggunakan akad ini bank 

memberikan kuasa kepada pihak nasabah untuk membeli rumah yang sudah dibeli 

oleh bank dan nasabah dengan akad ini menyerahkan rumah beserta 

dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak bank untuk saling sepakat 
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mengikatkan diri antara bank dengan nasabah. Untuk akad selanjutnya yaitu akad 

murabahah dalam akad ini nasabah meminta pihak bank untuk memenuhi 

keinginan nasabah dalam kepemilikan rumah subsidi dengan memberikan fasilitas 

pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang disepakati bersama yaitu bank 

akan menjual rumah subsidi kepada nasabah dengan harga jual bank ditambah 

dengan margin keuntungan yang di tentukan oleh pihak bank.
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum 

3.1.1  Sejarah Bank 

  Pada dasarnya PT Bank Tabungan Negara (BTN) dibangun untuk memiliki 

fungsi yang sama dengan bank-bank lainnya yaitulembaga yang bergerak dibidang 

penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan akan disalurkan 

kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan 

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pada 

sejarahnya bank BTN berdiri pada tahun 1897 dengan nama “Postpaarbank” pada 

masa pemerintahan Belanda, kemudian pada tanggal 9 Februari 1950 lahirlah 

Bank Tabungan Pos yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tahun 

1963 berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara sampai dengan sekarang. 

Kemudian pada tahun 1974 bank BTN ditunjuk oleh pemerintahan Indonesia 

sebagai institusi yang menyalurkan KPR yang ditujukan kepada golongan 

masyarakat menengah kebawah. Pada tahun 1989 kemudian memulai operasi 

sebagai bank komersial dan obligasi pertama diterbitkan, tahun 1994 bank BTN 

memperoleh ijinnya untuk beroperasi sebagai bank devisa dan pada tahun 2012 

Bank BTN melakukan Right Issue.  

 Saat ini pemerintahan Indonesia melakukan perubahan terhadap peraturan 

perundangan-undangan perbankan UU yang pada awalnya UU No. 7 Tahun 1992
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menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang berisi untuk melaksanakan sistem-sistem 

perbankan dengan sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah, selain 

itu kesadaran umat muslim yang ada di Indonesia yang membutuhkan layanan 

perbankan yang berbasis prinsip syariah dan juga sudah semakin banyaknya 

persaingan antar bank lain yang juga semakin banyak yang mengeluarkan Unit 

Usaha Syariah (UUS) maka PT Bank Tabungan Negara akhirnya mengeluarkan 

Unit Usaha Syariah BTN. PT Bank Tabungan Negara Syariah merupakan UUS 

dari Bank Tabungan Negara Konvensional yang merupakan BUMN, bisnis yang 

dijalankan menggunakan prinsip syariah. 

  Pada tanggal 15 Desember 2004 bank BTN menerima surat persetujuan dari 

Bank Indonesia (BI), surat No 6/1350/Dpbs perihal persetujuan BI mengenai 

prinsip Kantor Cabang yariah (KCS). Dan akhirnya, Pada tanggal 14 Februari 

2005 Unit Usaha Syariah BTN membuka cabang pertamanya di Jakarta dalam 

membangun cabang pertamanya BTN syariah berkeyakinan bahwa prinsip 

operasional bagi hasil yang mengedepankan prinsip syariah dan mengambil 

margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian yang 

baik, setelah membangun cabang pertamanya di Jakarta Bank BTN syariah 

membangun cabang lainnya dikota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, 

Yogyakarta, Makassar dan yang paling terbaru adalah cabang Mataram.  

 Di tahun 2005 sampai Desember 2016 telah dibuka Kantor Cabang Syariah 

(KCS) sebanyak 23 kantor, Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) sebanyak 

36 kantor, kantor Kas Syariah 6 kantor. Totalnya terdapat 286 Kantor Layanan 

Syariah dan ditahun 2017 ini akan menambahkan 1 kantor Cabang Syariah di 
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Mataram dan KCPS sebanyak 10 kantor serta ditambah 2 Kantor Kas Syariah. 

(Sumber Buku Saku BTN Syariah Edisi 2017)  

 

3.1.2 Visi Misi Bank syariah 

1) Visi Bank BTN Syariah 

Visi Unit Usaha Syariah BTN adalah menjadi Bank Syariah yang 

terdepan di Indonesia dalam pembiayaan perumahan dan industri. 

2) Misi Bank BTN Syariah 

  Misi Unit Usaha Syariah BTN adalah : 

a. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul    

yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya. 

b. Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki   

integritas tinggi serta penerapan Good Corporate Govermance dan 

Compliance. 

c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui Teknologi Informasi    

terkini.  

d. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya 
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3.1.3 Struktur Organisasi Bank 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BTN KCS Kotabaru Yogyakarta 

Sumber : Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta 

 

3.1.4 Produk Bank BTN Syariah 

1) Produk Penghimpunan dana (Funding) Bank BTN Syariah 

a. Tabungan BTN Batara iB 

   Produk Tabungan Batara iB menyimpan dana berupa uang rupiah 

dengan menggunakan akad wadi’ah untuk memudahkan kebutuhan 

transaksi keluarga yang memberikan bonus yang menguntungkan 

dan bersaing bagi nasabah. 
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b. Tabungan Prima iB 

 Produk tabungan Prima iB merupakan produk menyimpan dana 

tabungan investasi untuk masa depan dengan menggunakan akad 

Mudharabah, dan bank akan memberikan bagi hasil yang 

menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. 

c. Tabungan Haji dan Umroh 

 Produk Tabungan Haji yang akan mewujudkan impian menunaikan 

ibadah Haji dan Umroh melalui program reguler dengan 

menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah bank memberikan bagi 

hasil dan keuntungan yang kompetetif. 

d. Tabungan BTN Qurban 

  Produk Tabungan BTN Qurban akan memudahkan masyarakat 

dalam mewujudkan niat dalam ibadah Qurban dengan 

menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah bank akan memberikan 

bagi hasil dan keuntungan yang kompetetif. 

e. Tabunganku iB 

  Produk Tabunganku iB yang dikeluarkan oleh bank BTN syariah 

dapat memberikan bonus yang menarik dan juga menggunakan 

akad wadi’ah dan dikeluarkan secara bersamaan oleh bank-bank di 

Indonesia agar menumbuhkan keinginan masyarakat untuk 

menabung serta demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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f. Tabungan BTN SimPel 

 Produk ini khusus ditujukan untuk pelajar yang berusia 17 tahun 

dan belum memiliki KTP, yang berfungsi untuk mengedukasi dan 

mendorong pelajar untuk gemar menabung sejak dini dengan 

menggunakan akad wadi’ah dan bank akan memberikan bonus dan 

bagi hasil yang kompetetif. 

g. Tabungan Emas iB 

 Produk Tabungan Emas dengan menggunakan akad Mudharabah 

Mutlaqah yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk mempersiapkan dana investasi dalam bentuk emas yang 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang akan 

datang. 

h. Tabungan Giro BTN iB 

 Simpanan dana yang memudahkan dalam bentuk nasabah 

perorangan maupun organisasi perusahaan yang memperlancar 

aktivitas bisnis dan penarikan dananya dapat dilakukan melalui cek, 

billyet giro dan sarana pemindahbukuan lainnya, dengan 

menggunakan akad wadi’ah bank boleh memberikan bonus bagi 

nasabah namun tidak menjanjikan bagi hasil. 

i. Tabungan Giro BTN Prima iB 

  Produk simpanan dengan menggunakan akad Mudharabah 

Mutlaqah nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang 

menguntungkan dan dapat memperlancar bisnisnya.  
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j. Deposito BTN iB 

   Produk investasi berjangka yang dikeluarkan oleh bank BTN 

syariah sebagai sarana penyimpan uang yang aman dan terpercaya 

dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip Mudharabah 

Mutlaqah. 

k. Deposito On Call BTN iB 

 Produk penyimpan dana untuk investasi dengan aman dan 

terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat dengan 

menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. 

2) Produk Pembiayaan Bank BTN Syariah  

a. Pembiayaan KPR SSM iB / KPR Subsidi 

 Produk pembiayaan ini ditujukan untuk masyarakat yang tergolong 

berpenghasilan rendah dengan menggunakan akad murabahah dan 

akad wa’diah dalam rangka pemilikan rumah yang merupakan 

program pemerintah. 

b. Pembiayaan KPR Platinum BTN iB 

 Produk pembiayaan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dengan 

akad Murabahah dalam rangka kepemilikan rumah, ruko, 

apartemen. 

c. Pembiayaan KPR Indent BTN iB 

 Produk pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah perorangan 

dengan menggunakan akad Istishna dalam rangka kepemilikan 

ruko, rusun dan apartemen. 
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d. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB 

  Produk ini ditujukan untuk membiayai nasabah perorangan dengan 

menggunakan akad Murabahah dan dipergunakan untuk 

membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal. 

e. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB 

 Produk pembiayaan ini ditujukan untuk para pegawai pensiunan 

yang digunakan untuk membeli beberapa barang elektronik atau 

furniture dengan menggunakan akad Murabahah. 

f. Pembiayaan Multijasa BTN iB 

 Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, wisata, pernikahan dan 

kegiatan jasa lainnya dengan menggunakan akad Kafalah bil Ujroh. 

g. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB 

  Produk pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah perorangan 

dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor untuk kepentingan 

pribadi dengan menggunakan akad Murabahah. 

h. Pembiayaan Tunai Emas BTN iB 

 Produk pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah dengan menggunakan akad qardh yang diberikan kepada 

nasabah dengan perjanjian dan surat Gadai sebagai 

penyerahanbarang jaminan untuk pengembalian jaminan nasabah 

kepada bank. 

 



32 

 

 

 

i. Pembiayaan Emasku BTN iB 

 Produk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah dengan 

menggunakan akad mudharabah dalam rangka kepemilikan emas 

batangan bersertifikat Antam. 

j. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB 

 Produk Pembiayaan ini disediakan untuk membeli kebutuhan 

modal kerja suatu lembaga atau perusahaan untuk membangun 

proyek perumahan dengan menggunakan akad mudharabah. 

k. Pembiayaan Investasi BTN iB 

  Produk pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

barang modal dan jasa yang diperlukan nasabah dalam menjalankan 

usahanya prinsip akad yang digunakan dalam pembiayaan ini 

adalah akad Murabahah (jual beli) atau Mudharabah (investasi). 

l. Pembiayaan Konstruksi BTN iB 

  Produk Pembiayaan konstruksi ini memudahkan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan suatu usaha produktif 

dan perbelanjaan modal kerja yang dilakukan oleh seorang 

pengembang untuk membangun suatu proyek perumahan dengan 

menggunakan akad musyarakah dan pengembaliannya sesuai 

dengan cashflow nasabahnya. 
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3) Produk E-Channel  

a. Kartu Debit BTN Syariah 

  Produk ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui 

Automatic Teller Mechine (ATM) dan memberikan kemudahan 

terhadap masyarakat untuk berbelanja di dalam maupun di luar 

negeri. 

b. Mobile Banking BTN Syariah 

   Produk ini memudahkan nasabah untuk melakukan layanan 

transaksi dengan menggunakan smartphone dengan cara yang 

aman, mudah dan dapat dilakukan dimana saja. 

c. Mobile Wakaf BTN Syariah 

 Produk layanan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan 

ibadah wakaf dengan cara yang mudah dengan cara menggunakan 

smartphone nasabah dan nasabah tidak perlu datang ke bank BTN 

Syariah. 

 

3.2  Data Khusus 

3.2.1  KPR SSM iB BTN syariah Cabang Yogyakarta 

  Pemerintah Indonesia mempunyai program pembangunan satu juta rumah 

subsidi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat 

mempunyai peluang untuk mendapatkan rumah layak huni, untuk merealisasikan 

program pemerintah tersebut pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank-bank 

di Indonesia salah satunya adalah bank BTN syariah. Pada masa yang lalu 

pemerintah mengeluarkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
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(FLPP)dengan menggunakan skema penempatan dana terlebih dahulu untuk 

membiayai keperluan dana subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat 

melalui bank penyalur yang menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebelum 

pembiayaan tersebut disalurkan.  

  Produk KPR FLPP pada bank BTN syariahberhasil merealisasikan program 

pemerintah dengan baik sesuai dengan dana anggaran subsidi pembiayaan yang 

diberikan oleh pemerintah, setelah itu saat ini pemerintah mulai mengeluarkan 

skema baru dengan direalisasikan melalui produk bank BTN syariah yaitu KPR 

Subsidi Selisih Margin (SSM) produk pembiayaan yang ditujukan untuk 

masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dengan menggunakan akad 

wa’diah dan murabahah dalam rangka kepemilikan rumah subsidi program 

pemerintah dengan skema yang digunakan adalah bank BTN syariah 

menggunakan dana dari bank terlebih dahulu baik untuk pencairan pembiayaan 

dan keperluan pada saat atau sebelum akad dilakukan setelah itu pihak bank BTN 

syariah akan menagihkan dana subsidi tersebut kepada pemerintah yang 

dilaporkan setiap bulannya. Berdasarkan Keputusan Mentri Pekerjaan Umum dan 

perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang batasan 

harga jual rumah subdidi, batasan pengahasilan kelompok sasaran serta besaran 

subsidi bantuan uang muka sebesar 130.000.000 rupiah dan batasan penghasilan 

gaji pokok sebesar 4000.000 rupiah, untuk subsidi bantuan uang muka sebesar 

4000.000 rupiah. Secara menyeluruh nasabah pembiayaan tidak akan dirugikan 

dengan pergantian skema dari FLPP menjadi SSM karena fasilitas dan system 

layaan yang diberikan oleh bank BTN syariah tetap sama, karena nasabah akan 
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tetap menerima subsidi dari pemerintah yaitu margin angsuran pada awalnya 14% 

karena disubsidi oleh pemerintah sebesar 9% maka nasabah hanya membayarkan 

5% nya sajasistem pembayaran angsuran yang tetap dari angsuran pertama sampai 

pembiayaan lunas, dan untuk uang muka 1% sampai dengan 5% minimal sesuai 

dengan kemampuan nasabah serta jangka waktu sampai dengan 20 tahun dan 

mendapatkan  asuransi jiwa dan kebakaran oleh pemerintah. (sumber wawancara 

pegawai BTN Syariah) 

 

3.2.2  Persyaratan KPR SSM iB BTN syariah Cabang Yogyakarta 

  Persyaratan yang harus dipenuhi oleh maysyarakat yang ingin mengajukan 

pembiayaan KPR SSM iB BTN Syariah dibagi menjadi 3 dokumen dasar yang 

harus dipenuhi, yaitu : 

1)  Persyaratan Umum 

a. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan 

adalah Warga Negara Indonesia, menikah atau minimal berusia 21 

tahun. 

b. Masyarakat dipastikan sebelumnya tidak memiliki rumah terlebih 

dahulu dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak 

mempunyai rumah sebelumnya dan belum pernah menerima bentuk 

rumah subdidi yang diberikan oleh pemerintah karena yang 

ditakutkan jika perumahan subsidi yang akan diambil tidak 

dipergunakan sesuai ketentuan yang dicanangkan dalam program 

pemerintah yaitu untuk ditempati tetapi disalahgunakan untuk 

kegiatan bisnis seperti jual-beli perumahan, kontrakan dll 
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c. Maksimal jangka waktu pembiayaan untuk pegawai adalah pensiun 

dan 65 tahun untuk wiraswasta. 

d. Mempunyai penghasilan yang jika menurut perhitungan bank dapat 

membayar angsuran harga pokok ditambah margin sesuai dengan 

kesepakatan sampai dengan terbayar lunas. 

e. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap maupun seorang 

wiraswasta mempunyai persyaratan masa kerja minimal 1 tahun 

untuk pegawai tetap dan 2 tahun bagi wiraswasta yang sudah ahli 

dibidangnya. 

f. Mayarakat yang akan mengajukan pembiayaan perumahan 

bersubsidi tidak diperbolehkan mempunyai pembiayaan yang 

bermasalah di bank lainnya dalam kata lain Informasi Debitur 

dirasa aman untuk mengajukan pembiayaan 

2)  Persyaratan Dokumen  

a. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan KPR Subsidi harus 

mengisi formulir permohonan pembiayaan yang harus diisi dengan 

lengkap sesuai dengan data calon nasabah dengan benar dan disertai 

dengan foto terbaru pemohon beserta pasangan pemohon jika sudah 

menikah 3x4 sebanyak 1 lembar.  

b. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan KPR subsidi harus 

melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 

pembiayaan dan pasangannya jika sudah menikah yang masih 
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berlaku sebanyak 1 lembar, KTP ini dilampirkan untuk proses awal 

untuk mengetahui peforma nasabah berdasarkan hasil SLIK. 

c. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan KPR subsidi harus 

melampirkan Kartu Keluarga, Surat Menikah atau Cerai sebanyak 1 

lembar. Hal ini perlukan untuk melihat berapa jumlah tanggungan 

keluarga dan verifikasi alamat calon nasabah. 

d. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan KPR subsidi harus 

melampirkan fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir untuk 

melihat riwayat transaksi apa saja yang dilakukan oleh calon 

nasabah pembiayaan untuk penunjang dokumen permohonan.  

e. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan KPR subsidi juga 

harus melampirkan NPWP pemohon maupun pasangannya jika 

sudah menikah, dan harus melampirkan fotocopy Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan pribadi. 

f. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan KPR subsidi harus 

melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat 

yang menyatakan tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat 

yang berada di KTP. 

g. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan KPR subsidi juga 

harus melampirkan slip gaji 3 bulan terakhir dari instansi dimana 

calon nasabah itu bekerja biasanya adalah slip gaji seorang pegawai 

tetap, fotocopy kartu asuransi kesehatan, kartu pegawai, Surat 
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keterangan kerja asli dari atasan, Surat keterangan bekerja tetap 

suami dan istri. 

h. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta harus 

melampirkan fotocopy Akta Pendirian perusahaan, Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat usaha (SITU), Tanda 

Daftar Perusahaan (TDP) dan laporan keuangan 3 bulan terakhir 

sebagai dasar menganalisa kemampuan mengangsur nasabah, 

fotocopy Rekening Koran 6 bulan terakhir dan foto tempat usaha. 

i. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan Profesional dimisalkan 

seorang dokter harus melampirkan fotocopy ijin-ijin praktek dan 

semua persyaratan seorang pegawai dan wiraswasta yang umum. 

3)  Persyaratan Surat Pernyataan  

a. Persyaratan selanjutnya yaitu masyarakat harus melampirkan Surat 

Pernyataan Tidak Memiliki Rumah yang diketahui oleh lurah 

setempat yang menerbitkan KTP atau minimal diketahui oleh 

instansi tempat calon nasabah bekerja. Hal ini penting dilampirkan 

untuk memverifikasi data bahwa calon nasabah pembiayaan 

tersebut belum pernah mempunyai rumah dan rumah subsidi yang 

akan diajukan adalah rumah pertama bagi calon nasabah yang akan 

ditinggali agar tidak terjadi penyalahgunaan. 

b. Persyaratan selanjutnya dengan melampirkan Surat Pernyataan 

Penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak 

tetap yaitu wiraswasta surat pernyataan ditandatangi dengan 
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materai diatasnya oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dan bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan pekerjaan yang 

tetap ditandatangani dengan materai oleh Pimpinan instansi dimana 

calon nasabah tersebut bekerja. 

c. Persyaratan Surat pernyataan selanjutnya yaitu melampirkan Surat 

Pemohon KPR Subsidi yang menyatakan bahwa calon nasabah 

belum pernah memiliki rumah sebelumnya, akan menggunakan 

rumah subsidi tersebut untuk ditinggali dalam kurun waktu paling 

lambat 1 tahun setelah serah terima, tidak akan diperjual-belikan 

dan diperbisniskan kecuali sudah 5 tahun ditinggali, meninggal 

dunia, dan untuk kepentingan bank jika pembiayaan bermasalah. 

Perumahan yang dibiayai oleh KPR Subsidi wajib dipasangkan plat 

wajib disetiap unit rumah dan jika pernyataan tersebut tidak 

dipenuhi maka akan bersedia untuk megembalikan seluruh subsidi 

yang diterima.  

d. Persyaratan selanjutnya yaitu masyarakat diminta untuk 

melampirkan Surat Pernyataan Sarana dan Prasarana, Utilitas 

Perumahan. Surat pernyataan ini ini berisikan calon nasabah 

pembiayaan bersedia untuk menerima kondisi perumahan yang 

dibeli tanpa paksaan dari pihak manapun dengan mencangkup 

rincian telah tersambungnya listrik dari PLN, jalan dilingkungan 

tersebut berfungsi, saluran lingkungan telah tergali. Dan calon 

nasabah agar tidak mengkaitkan masalah konsidi Sarana dan 
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Prasarana dengan pembayaran angsuran KPR Subsidi dengan 

ditandatangi materai secukupnya.  

e. Persyaratan selanjutnya masyarakat diminta untuk melampirkan 

Surat Pernyataan pemenuhan Persyaratan dan Penghunian Rumah 

Sejahtera yang menyatakan bahwa calon nasabah memenuhi 

persyaratan yang sebelumnya sudah dijelaskan dan ditandatangani 

dengan materai. 

f. Persyaratan selanjutnya masyarakat diminta untuk melampirkan 

Surat Kuasa Pendebetan biaya terkait penghentian fasilitas KPR 

Subsidi apabila peruntukan subsidinya tidak sesuai peraturan yang 

diberikan 

g. Pada saat berlangsungnya akad calon nasabah harus melengkapi 

persyaratan formulir kelengkapan Subsidi Bantuan Uang Muka 

(SBUM) yang pertama yaitu Surat SBUM, Surat pengakuan 

Kekurangan SBUM dan Standing Instruction. 
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3.2.3  Ketentuan KPR SSM iB BTN syariah Cabang Yogyakarta 

  Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan 

KPR SSM iB atau KPR Subsidi perumahan, terdapat beberapa ketentuan yang juga 

harus diperhatikan oleh calon nasabah, diantaranya : 

1) Ketentuan Umum  

a. Ketentuan batasan penghasilan bagi calon nasabah pembiayaaan 

KPR Rumah Sejahtera sebesar gaji pokok tidak lebih dari 4000.000 

rupiah. Dan jika diperoleh dari penghasilan tetap itu bisa dilihat 

pada gaji/upah pokok pemohon pembiayaan perbulannya, 

sedangkan yang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dapat 

dilihat pada penghasilan bersih pemohon.  

b. Selain ketentuan umum yang terdapat dalam pembiayaan 

perumahan subsidi yang sudah ada, pada tahun 2018 ini terdapat 

penguatan yang lebih spesifik lagi untuk ketentuan pembiayaan 

KPR perumahan subsidi yaitu Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyatakan bahwa terhitung dari 

Januari 2018 ini akan mulai mengregistrasi dan mencatat 

pengembang atau developer yang akan membangun perumahan 

subsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan kata 

lain hanya pengembang yang sudah terdaftar atau teregistrasi dalam 

Kementrian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja 

yang dapat membangun perumahan subsidi, Ini dilakukan agar 

masyarakat terhindar dari para pengembang yang tidak 
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bertanggungjawab dalam membangun perumahan subsidi tersebut 

dengan menurunkan kualitas rumah yang dibangunnya. Selain itu, 

mengregistrasi nama-nama pengembang yang akan membangun 

rumah subsidi dilakukan untuk lebih menata, meningkatkan dan 

lebih megkoordinasikan peran asosiasi pengembang dalam 

meningkatkan kebutuhan perumahan subsidi yang dibutuhkan oleh 

banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mudah dalam 

menapatkan perumahan subsidi sesuai dengan kebutuhan dan 

terlindungi kepastian rumah yang akan dibelinya. 

c. Ketentuan selanjutnya adalah calon nasabah pembiayaan yang ingin 

mengajukan pembiayaan KPR subsidi wajib mempunyai e-KTP 

atau jika belum mempunyai blanko e-KTP harus mempunyai rekam 

resi bukti e-KTP dan NIK yang sudah terdaftar di Kependudukan 

dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) ini diwajibkan dalam pengajuan 

pembiayaan KPR subsidi karena setelah Kependudukan dan 

Catatan Sipil bekerjasama dengan PUPR dalam pemanfaatan 

melalui e-KTP ini Kemendagri dapat dengan mudah terhubung 

untuk memverifikasi dan melihat kebenaran data nasabah. 

d. Ketentuan khusus selanjutnya adalah seorang pengembang atau 

developer harus menandatangani dan mengisi lembar penilaian 

kelayakan rumah subsidi pada setiap perumahan yang dibiayai oleh 

KPR Subsidi ini diperlukan agar perumahan subsidi yang akan 

dibangun oleh pengembang atau developer sesuai dengan standar 
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kelayakan rumah subsidi yang dicanangkan pemerintah sebesar 

130.000.000 rupiah, karena pada perjalanan yang sudah ada selama 

ini terdapat banyak keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat 

mengenai kualitas yang dibangun oleh pengembang karena 

harganya yang murah tetapi kualitasnya menjadi kurang layak 

contohnya seperti bangunannya yang mudah retak dan prasarana air 

yang sulit, oleh karena itu pemerintah harus memberlakukan sistem 

penilaian standar kelayakan perumahan subsidi ini agar tidak ada 

alasan bagi pengembang yang karena modal yang diberikan sedikit 

berpengaruh pada bangunan yang dibangun menjadi tidak layak 

huni. 

2) Ketentuan Objek Agunan  

a. Objek Agunan yang akan diajukan menjadi pembiayaan KPR 

subsidi harus secara keseluruhan sudah selesai dibangun dan siap 

untuk dihuni. Untuk bangunan fisik rumah subsidi harus memenuhi 

prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah berfungsi 

sekurang-kurangnya sudah mencangkup dinding, lantai, dan atap 

yang memenuhi aspek persyaratan kehandalan bangunan, 

kekokohan, kekuatan dan keselamatan bagi masyarakat yang akan 

menempati rumah tersebut, selanjutnya terdapat jaringan distribusi 

air bersih yang memadai dari PDAM atau sumber air lainnya yang 

memenuhi perunit rumah. Jaringan listrik yang sudah terhubung, 

jalan dilingkungan sekitar yang berfungsi dan sudah dapat 
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digunakan, dan sudah terdapat saluran/drainase pada lingkungan 

tersebut yang telah selesai dan sudah dapat digunakan. Tidak lupa 

untuk tanda plat/ stiker harus wajib terpasang dalam rumah yang 

dibiayai oleh KPR SSM BTN iB BTN syariah. 

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk objek agunan juga harus 

diperhatikan untuk ketentuan pengajuan pembiayaan KPR Subsidi 

karena minimal harus sudah diterbitkan atau sudah induk yaitu imb 

hanya ada satu untuk satu rumah ini dibutuhkan untuk mendapatkan 

perlindungan hukum terhadap bangunan yang akan dibangun agar 

bangunan tersebut tidak merugikan atau mengganggu kepentingan 

orang lain.  

c. Sertifikat yang minimal mencangkup Sertifikat Hak Milik (SHM) 

dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) lahan telah terbit atas 

nama pembangun. 

d. Nilai agunan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan 

oleh pemerintah dan telah diverifikasi oleh pihak bank kewajaran 

dan keberanannya apakah nilai perumahannya masuk didalam nilai 

pembiayaannya atau tidak untuk ketentuan dari pemerintah 

besarnya adalah 130.000.000 berbeda disetiap wilayah 
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Tabel 3.2 Batasan Harga Jual Rumah Subsidi tahun 2016-2018 

        Sumber: Bank BTN syariah Yogyakarta 

 

e. Ketentuan selanjutnya untuk objek agunan adalah bagi perumahan 

yang akan diberikan fasilitas pembiayaan KPR subsidi dibeli dari 

pelaku pengembang, tetapi untuk perumahan subsidi rumah susun 

harus dibeli melalui perusahaan berbadan hukum seperti PT 

(Persero Terbatas) agar tidak ada batasan untuk pemecahan 

sertifikat rumahnya. (sumber wawancara pegawai BTN syariah) 
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3) Ketentuan Uang Muka 

Tabel 3.3 Ketentuan uang Muka 

Sumber : wawancara Pegawai BTN syariah Yogyakarta 

Ketentuan uang muka juga diperjelas dengan ketentuan yang 

diberikan   pemerintah tentang bantuan uang muka bagi nasabah 

sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen PUPR) Nomor 

552/KPTS/M/2016 bantuan uang muka sebesar 4000.000 rupiah. 

Uang muka lebih dari yang sudah ditetapkan dan dipersyaratkan 

oleh bank maka penerima harus menambahkan uang muka tersebut, 

NO Ketentuan Nasabah yang 

ditargetkan 

Persyaratan Nasabah Persyaratan 

Developer 

1. Dp 1% - Pekerja 

ketenagakerjaan 

aktif BPJS 

- Pegawai 

Negeri Sipil 

- TNI dan 

POLRI 

- Bagi PNS,TNI,POLRI 

untuk keteraturan dan 

ketetapan pembayaran 

angsuran pembiayaan 

disarankan untuk 

memanfaatkan layanan 

potong gaji/Payroll, 

Angsuran Kolektif 

 Bagi pekerja 

ketenagakerjaan aktif BJS 

sudah dipastikan 

kelangsungan angsuran 

sampai pembiayaan lunas 

 

Kerjasama 

yang 

dilakukan 

dengan 

pengembang 

terdapat 

kewajiban 

untuk 

pengambilali

han atau 

membeli 

kembali 

piutang 

nasabah 

yang telah 

menunggak 

lebih dari 90 

hari pada 3 

tahun setelah 

akad. 

2. Dp 5% - Seorang 

Wiraswasta 

yang sudah 

berpengalaman 

dibidangnya 

dan 2 tahun 

- telah dipastikan terlebih 

dahulu bagi pegawai 

ditempat instansinya bekerja 

dan wiraswasta kelayakan 

sampai pembayaran 

pembiayaan lunas 
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sebaliknya jika uang muka yang disyaratkan oleh bank kurang dari 

yang telah ditetapkan maka seluruh subsidi bantuan uang muka 

yang diterima akan digunakan untuk membayar uang muka.. 

4) Ketentuan Lain-lain 

a. Yang memutuskan siapa saja kelompok sasaran bagi nasabah 

penerima subsidi atau subsidi bantuan uang muka berada di wilayah 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

b. Selain itu harus diperhatikan kebenaran dan kelengkapan dokumen 

persyaratan pengajuan KPR Subsidi dan Subsidi Bantuan Uang 

Muka. 

c. Dana APBN negara digunakan untuk membiayai pembiayaan KPR 

Subsidi sehingga jika terjadi suatu pelanggaran akan berpotensi 

juga untuk menyebabkan kerugian negara. 

d. Jika pengajuan pembiayaan KPR ditujukan untuk investasi maka 

tidak diperbolehkan dan bilamana terbukti akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketetuan yang berlaku. 

e. Keputusan pemberian pembiayaan akan dipengaruhi oleh 

kelayakan kelompok sasaran dan hasil verifikasi agunan. 
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3.2.4  Mekanisme KPR SSM iB BTN syariah Cabang Yogyakarta 

 Mekanisme pembiayaan KPR SSM iB BTN syariah ditujukan untuk 

mengetahui bagaimana proses pembiayaan yang ada di bank BTN Kantor Cabang 

Syariah Yogyakarta : 

 

 Gambar : 3.2 Mekanisme Pembiayaan KPR SSM BTN iB pada BTN Syariah 

Sumber : Hasil wawancara pegawai BTN Syariah Cabang Yogyakarta  

Keterangan : 

a. Nasabah Pengajuan KPR 

 Pada tahap ini nasabahmengajukan permohonan pembiayaan produk 

KPR SSM BTN iB di BTN syariah, dalam pengajuan pembiayaan 

subsidicalon nasabahmendatangi bank BTN syariah dan bertemu 

dengan pihak Financing service(FS) untuk menanyakan informasi 

langsung terkait produk KPR subsidi, diimbangi dengan pihak 

financing service yang memberikan referensi brosur dan daftar 

perumahan subsidi beserta developer yang membangun rumah 
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yangbekerjasama dengan bank BTN syariah. Atau calon nasabah 

pembiayaan dapat langsung membawa persyaratan berkas pembiayaan 

yang diperlukan untuk pengajuan setelah mengetahui informasi dari 

marketing developer yang biasanya akan merekomendasikan bank 

BTN syariah yang sudah bekerjasama sebelumnya dengan developer 

tersebut, atau pihak developer yang memberikan semua berkas calon 

pembelinya pada bank untuk mempermudah calon pembeli.  Setelah 

itu hal yang pertama kali dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan 

saat pengajuan adalah mengisi formulir pembiayaan KPR subsidi yang 

sudah disediakan dan mulai mempersiapkan berkas dan dokumen apa 

saja yang sudah dipersyaratkan oleh pihak bank yang belum diketahui 

oleh nasabah sebelumnya. 

b. Financing service (FS)Menerima Berkas 

Tahap selanjutnya adalah pihak FS menerima berkas dan dokumen 

yang diberikan oleh nasabah sebagai berkas pengajuan permohonan 

KPR SSM BTN iB berkas-berkas yang diperlukan untuk dikumpulkan 

sesuai yang disebutkan pada persyaratan dan ketentuan sebelumnya. 

c. FS meneliti kelengkapan berkas 

 Selanjutnya jika pihak FS sudah menerima berkas pengajuan 

pembiayaan KPR berupa formulir pengajuan dan formulir pendukung 

yang diberikan dan sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya, petugas 

FSwajib untuk meneliti kembali atas kelengkapan berkas dan dokumen 

yang telah diberikan oleh nasabah berdasarkan persyaratan yang ada 
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dalam Check list dokumen yang biasanya ditempelkan pada bagian 

depan map pengajuan permohonan pembiayaan. Jika salah satu 

persyaratan yang diminta belum dipenuhi nasabah harus melengkapi 

dokumen persyaratan itu terlebih dahulu kemudian permohonan 

pembiayaan dapat segara diproses 

d. Berkas di Proses pada Sistem SLIK  

Selanjutnya adalah berkas yang sudah dilengkapi oleh calon nasabah 

pembiayaan ini akan diproses dan dilakukan pengecekan performa 

nasabah dengan mengetahui riwayat pembiayaan dan pembayaran 

yang pernah dilakukan oleh calon nasabah tersebut baik pembiayaan 

yang baru ataupun pembiayaan dimasa yang lalu dan untuk 

memastikan terlebih dahulu kredibilitas calon nasabahnya apakah 

dipercaya untuk membayar setiap angsuran tanpa adanya 

permasalahan atau tidak, untuk mendapatkan ini biasanya dapat dilihat 

pada BI Checking untuk mendapatkan Informasi Debitur bisa diakses 

melalui Bank Indonesia tetapi telah disampaikan peraturan baru yang 

menyatakan pada awal Januari 2018 ini tidak dapat diakses melalui 

Bank Indonesia lagi tetapi dapat melalui Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK adalah 

sistem informasi pembiayaan yang akan merekam seluruh data yang 

bermanfaat bagi lembaga keuangan seperti bank dengan informasi 

yang dihasilkan dan memutuskan apakah pembiayaan ini dapat 

dibiayai ataupun ditolak.. 
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e.  Wawancara 

 Setelah Financing service menerima berkas lengkap yang telah 

diperiksa melalui SLIK pihak FS harus langsung melakukan 

wawancara. Dalam proses wawancara nasabah dapat dilakukan dengan 

2 cara yang pertama yaitu wawancara sebelum dilakukannya proses 

SLIK yaitu pada saat nasabah diawal datang langsung ke bank untuk 

mengumpulkan berkas pengajuan pihak bank dapat langsung 

melakukan wawancara atau jika melalui developer dapat dilakukan 

wawancara masal,yang kedua yaitu setelah data SLIK didapatkan 

pihak FS dapatmelakukan wawancara yang berpedoman pada data di 

sistem informasi debitur yang sudah dilakukan. Setelah 

wawancarahasil yang didapatkan harus dipindahkan pada formulir 

hasil wawancara. 

f. Berkas diinput Sistem E-loan 

Setelah FS melakukan wawancara berkas akan segera diinput kedalam 

sistem E-loan. Sistem E-loan itu sendiri adalah aplikasi suatu sistem 

pembiayaan dan database yang sangat berguna untuk melakukan 

pencatatan keseluruhan data pembiayaan. 

g. Validasi Data 

 Setelah berkas data diinput sistem E-loan lalu Mortgage and 

Consumer Financing Unit Head (MCFU) akan melakukan validasi 

pengecekan data apakah data yang tersedia tentang calon debitur 
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adalah benar. Setelah itu pihak MCFU akan memilih analis yang akan 

menganalisis pembiayaan. 

h. Analisa Pembiayaan 

 Setelah berkas data divalidasi oleh MCFU, kemudian berkas 

pembiayaan akan dianalisis oleh Analyst Officer (AO) kegiatan yang 

dilakukan adalah menilai aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap 

layak atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut dibiayai. 

terdapat dua cara analisa pembiayaan dalam menilai calon nasabah 

pemohon pembiayaan yang pertama adalah jika calon nasabah seorang 

pegawai AO akan melakukan verifikasi bisa dengan menghubungi 

tempat nasabah tersebut apakah benar nasabah tersebut adalah pegawai 

dari perusahaan yang sudah dihubungi oleh analis pembiayaan, jika 

calon nasabah adalah seorang wiraswasta maka seorang analis 

pembiayaan akan menganalisa melalui laporan keuangan dalam usaha 

calon nasabah tersebut, dan kemampuan membayar calon nasabah 

pembiayaan tersebut. Proses analisis pembiayaan juga tidak terlepas 

dari alat ukur 5C yang digunakan untuk menganalisis pengajuan 

pembiayaan yang terdiri dari : 

1. Character 

 Pada penilaiaan ini analis pembiayaan menilai sifat, watak dan 

karakter kepribadian dari calon nasabah pembiayaan tujuannya 

adalah agar analis pembiayaan dapat mengetahui apakah calon 

nasabah benar-benar mempunyai keinginan untuk mengajukan 
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pembiayaan dan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar 

pinjaman tersebut sampai dengan lunas.Reputasi dari nasabah disini 

juga masuk dalam penilaian apakah selalu menepati janjinya, jujur 

dan mempunyai komitmen untuk tidak membuat permasalahan 

contohnya dengan tidak membayar kewajiban yang seharusnya 

dibayarkan. Ini dapat dinilai melalui kehidupan latar belakang 

pekerjaannya dan gaya hidupnya sehari-hari. 

2. Capacity 

Mengetahui kemampuan dalam membayar kewajiban calon nasabah 

yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang 

sudah ditentukan.Ini penting dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan calon nasabah dirasa mampu untuk membayar kembali 

pembiayaan yang sudah diberikan atau tidak. 

3. Capital 

Pada penilaiaan ini ditujukan bank untuk mengetahui kekayaan 

yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan, bank harus meneliti 

lebih dalam mengenai modal yang dimiliki oleh calon nasabah 

pembiayaan semakin tinggi modal yang dimiliki oleh calon nasabah 

pembiayaan maka semakin meyakinkan pihak bank untuk 

memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut dan 

semakin tinggi pula keseriusan pihak nasabah dalam pengajuan 

pembiayaan. 
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4. Collateral 

 Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik nonfisik maupun 

fisik untuk pembiayaan yang diajukan.Agunan ini digunakan 

sebagai pembayaran kedua artinya jika calon nasabah tidak dapat 

memenuhi kewajiban angsurannya dan tergolong kedalam 

pembiayaan yang macet maka bank dapat langsung mengeksekusi 

jaminan nasabah. 

5. Condition of Economy 

 Bank perlu menganalisis kondisi sektor usaha calon nasabah 

dengan kondisi ekonomi pada saat itu untuk melihat dimasa yang 

akan datang kondisi ekonomi calon nasabah.  

i. AO Mengirim Order Appraisal  

 Setelah berkas sudah selesai dianalisa oleh Analyst officer kemudian 

AO mengirimkan berkas untuk dilaksanakan Appraisal Financing 

Administration biasanya dengan mengirimkan memo kepada FA 

berupa fotocopy sertifikat, IMB, dan PBB.untuk nasabah wiraswasta 

yang sedikit diragukan oleh AO akan dilaksanakan on the spot pada 

usaha calon nasabah pembiayaan tersebut dengan membawa 

berkas-berkas yang sudah dianalisis oleh AO agar langsung dapat 

dilakukan wawancara lisan dengan keadaan yang sebenarnya yang 

dilakukan oleh Financing Administration. 
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j. Taksasi Agunan 

 Setelah itu pihak Financing Administration akan melakukan Appraisal 

taksasi agunan dari rumah tersebut yang dinilai adalah harga pasaran 

dari rumah agunan tersebut membandingkan dan mengukur rumah 

agunan tersebut biasanya bank akan menilai rumah dengan harga 

pasaran di wilayah tersebut. Untuk Perumahan subsidi pihak nasabah 

tidak dibebankan biaya appraisal, lain halnya untuk nasabah 

perumahan platinum. 

k. AO Analisa Keseluruhan 

Setelah pihak FA selesai melakukan appraisal yang dibutuhkan untuk 

menilai collateral nasabah.Berkas dikembalikan lagi kepada AO untuk 

dianalisa ulang secara keseluruhan dari hasil on the spot AO 

mendapatkan capital dan capacity nasabah yang dilakukan FA agar 

lebih dipastikan kembali untuk layak atau tidaknya diberikan 

pembiayaan. Setelah itu analis merekomendasikan untuk pembiayaan 

tersebut disetujui atau tidak oleh MCFU jika plafondnya sebesar 

100.000.000 rupiah, SBH sebesar 150.000.000 rupiah, DBM sebesar 

250.000.000 rupiah, BM sebesar 350.000.000 rupiah dan diatas 1 

Milyar adalah kewenangan Kantor Pusat. 

l. Muncul Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) 

Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan maka pihak FS akan 

langsung membuatkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan 

(SP3) kepada nasabah bahwa permohonan pembiayaannya disetujui 
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dan memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan.SP3 ini 

dikeluarkan dengan melampirkan buku tabungan, tetapi ketika syarat 

dan ketentuan belum dipenuhi oleh pihak nasabah maka SP3 ini 

dinyatakan batal dengan sendirinya selambat-lambatnya sesuai batas 

waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan.Selain nasabah yang 

menandatangi SP3 ini adalah Kepala Cabang dan MCFU. 

m. FS Order Akad ke Notaris Clearence Sertifikat 

 Setelah SP3 dikeluarkan oleh pihak FS dan nasabah menyetujui SP3 

tersebut untuk ditandatangani, setelah itu hal selanjutnya yang 

dilakukan adalah pihak FS mengirimkan berkas akad nasabah kepada 

Notaris berkas yang dilampirkan adalah fotocopy SP3, KTP penjual 

dan pembeli, Kartu Keluarga penjual dan pembeli, akta nikah penjual 

dan pembeli, NPWP penjual dan pembeli, sertifikat dan  pajak bumi 

dan bangunan. Setelah itu notaris melakukan clearance terhadap 

sertifikat yang diberikan dengan cara langsung membawa sertifikat ke 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) disini akan dicek keaslian sertifikat 

berdasarkan peta pendaftaran, surat ukur, daftar tanah, dan buku tanah. 

Pengecekan ini tidak membutuhkan waktu lama, dan jika menurut 

BPN sertifikat itu terjamin keasliannya BPN akan memberikan cap 

tetapi jika dirasa BPN menemukan kejanggalan dalam sertifikat maka 

akan mengajukan floating yaitu upaya pengajuan yang dilakukan oleh 

BPN kepada notaris yang bertujuan untuk memeriksa kembali 

kebenaran dari sertifikat tersebut dengan menggunakan Global 
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Positioning System (GPS) yang masuk dalam peta pendaftaran. Jika 

pada saat floating lokasi yang dilihat benar kepemilikannya sesuai 

dengan sertifikat maka berkas data dinyatakan valid, namun 

sebaliknya jika tidak benar maka bersifat fiktif.Proses floating ini 

sangat memudahkan bagi notaris untuk melakukan clearance 

sertifikat. Pada saat melakukan floating biasanya notaris, pengembang, 

akan hadir di BPN. Dalam pengecekan sertifikat juga harus mengisi 

formulir pengecekan sertifikat yang sudah tersedia di BPN. Setelah itu 

nasabah harus membayar pajak pembeli terlebih dahulu dan penjual 

atau developer membayar pajak penjual terlebih dahulu setelah itu 

notaris akan melakukan validasi. Setelah proses validasi dan clearence 

selesai selanjutnya dapat dilakukan Akad. 

n. AKAD  

 Selanjutnya adalah proses akad dalam proses ini pihak-pihak yang 

terkait dengan akad adalah pihak bank yaitu diwakilkan dengan 

financing service, pihak nasabah pemohon pembiayaan, pihak 

developer atau pengembang perumahan subsidi, Notaris dan dua saksi 

pria atau 1 pria 2 perempuan sesuai dengan tercantum di Al-Quran 

Surat Al-Baqarah ayat 286. Pada saat berlangsungnya akad hal-hal 

yang perlu dipersiapkan oleh nasabah adalah membawa KTP asli, 

Kartu Keluarga asli, Akta Nikah asli, NPWP asli, buku rekening dan 

menyetorkan biaya prarealisasi pembiayaan. Pihak bank yang 

mewakilkan akad juga harus mempersiapkan beberapa hal yaitu 
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suratorder dari notaris, SP3 yang sudah ditandatangi sebelumnya, surat 

pernyataan dan kuasa, jadwal angsuran, formulir subsidi yang telah 

diisi oleh nasabah, resume akad, formulir assesment dan 

biaya-biayasebelum akad. Akad yang digunakan untuk pembiayaan 

produk KPR SSM BTN iBdi bank BTN syariah terdiri dari dua akad 

yaitu: 

1) Akad Wakalah  

 Pada akad ini bank bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa), 

dan nasabah bertindak sebagai Wakil (penerima kuasa). Dalam 

akad wakalah ini secara prinsip pihak bank membelikan rumah dari 

developer atau pengembang sesuai dengan keinginan dari nasabah 

selanjutnya, bank dengan menggunakan akad ini memberikan kuasa 

kepada nasabah untuk menerima dan membeli rumah dari 

developer, setelah itu nasabah memberikan rumah beserta 

dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak bank dan bank 

menerima hal tersebut, akad ini juga membuktikan bahwa bank 

menerima rumah beserta dokumen terkait yang berhubungan 

dengan nasabah. Berdasarkan hal-hal tersebut bank dan nasabah 

sepakat untuk mengikatkan diri masing-masing sesuai dengan 

ketentuan dan syarat berdasarkan definisi wakalah adalah 

pemberian hak kuasa oleh bank kepada nasabah untuk menerima 

dan membeli rumah dari pengembang, didalam akad juga tertera 

objek wakalah yaitu terdapat harga beli rumah, letak rumah, bukti 



59 

 

 

 

kepemilikan rumah, luas bangunan dan tanah, nama developer atau 

pengembang. Selain itu tertera ketentuan bagi bank dan nasabah, 

untuk bank memberikan hak pada nasabah untuk menandatangani 

akta jual beli atas nama nasabah dan developer, setelah itu bank 

akan melakukan pembayaran pada developer setelah nasabah 

menandatangani akad pembiayaan KPR SSM BTN iB di Bank BTN 

syariah. Ketentuan bagi nasabah adalah nasabah akan menjamin 

bahwa nasabah akan melaksanakan kuasa yang diamanahkan oleh 

bank dengan baik serta menjadi dasar nasabah untuk mengetahui 

berapa jumlah kewajiban yang harus dibayar dan penyerahan 

dokumen yang terkait dengan akad ini. 

2) Akad Murabahah 

Akad murabahah penerapan antara bank dan nasabah dengan 

menggunakan prinsip jual beli rumah, dimana pihak bank 

membelikan rumah subsidi tapak yang diinginkan oleh nasabah, 

dan secara prinsip menjualnya kembali kepada nasabah sebesar 

harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati 

oleh nasabah dan pihak bank. Pelaksanaan prinsip murabahah yang 

tertera dalam akad ini adalah pihak nasabah ingin membeli rumah 

tapak yang diinginkan setelah itu nasabah meminta pihak bank 

untuk memberikan fasilitas pembiayaan murabahah untuk membeli 

rumah tersebut, pihak bank bersedia untuk menjual dan 

menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang ingin membeli rumah 
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tapak subsidi setelah itu nasabah bersedia untuk membeli rumah 

tersebut sesuai dengan harga jual yang diberikan oleh bank dan 

harga tersebut tidak bisa berubah sesuai dengan jangka waktu akad 

tersebut. Selanjutnya adalah syarat dan realisasi KPR Subsidi 

Selisih Margin yang tertera pada akad murabahah, yaitu : 

(1)  Pihak bank akan memberikan realisasi pembiayaan KPR  

SSM BTN iB  kepada nasabah jika nasabah memenuhi 

persyaratan yang diberikan yaitu menyerahkan seluruh 

dokumen yang disyaratkan, dokumen kepemilikan jaminan dan 

seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengikatan jaminan 

dan tercantum didalam surat SP3 yang sudah diberikan oleh 

bank, nasabah juga diwajibkan untuk memelihara serta 

membuka rekening giro dan tabungan selama mempunyai 

pembiayaan di bank BTN syariah dan harus menandatangani 

akad ini dengan menyetorkan uang muka sekaligus biaya-biaya 

yang disyaratkan oleh pihak bank didalam SP3. 

(2)  Realisasi pencairan KPR SSM BTN iB dilakukan pihak ban 

kepada pihak pengembang. 

(3)  Setelah ditandatangani akad ini telah diterima pula rumah 

subsidi tapak yang diinginkan oleh nasabah maka resiko atas 

rumah, prasarana dan sarana dokumen bukti kepemilikan 

seluruhnya menjadi tanggungjawab nasabah dan membebaskan 

pihak bank dari segala ganti rugi atas resiko tersebut dan 
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apabila bank sudah mencairkan pembiayaan kepada pihak 

developer maka pihak nasabah tidak boleh membatalkan akad 

ini secara sepihak. 

 Bersamaan dengan akad diserahkan pula lampiran Surat Permohonan 

subsidi Bantuan uang muka, Surat Pengakuan Kekurangan Biaya Uang 

Muka, dan standing instruction. Karena jika sudah terjadi akad harus 

dipastikan bahwa ketiga lampiran tersebut dikirimkan kepada PUPR, untuk 

permohonan pencairan SBUM sebesar 4000.000 rupiah kurang lebih akan 

cair setelah tiga sampai enam bulan. 

o. Pencairan 

  Setelah melakukan akad dana akan cair langsung kepada developer 

karena pada prinsipnya Dalam pembiayaan syariah KPR SSM BTN iB 

pada BTN syariah hanya menggunakan dua akad yaitu akad 

murabahah dan akad wakalah karena menggunakan prinsip jual beli 

dan tidak mengenal bunga jadi pada saat mengajukan permohonan 

KPR subsidi di bank syariah, bank syariah akan membelikan rumah 

yang nasabah inginkan terlebih dahulu, setelah itu bank akan menjual 

rumah yang sudah dibeli dari developer kepada nasabah dengan 

menambahkan margin keuntungan yang akan diperoleh oleh bank dan 

hal itu harus diketahui nasabah pada saat akad berlangsung setelah itu 

nasabah mulai mengangsur rumah tersebut pada bank syariah 

penyalur.   



62 

 

 

 

p. Setelah dana cair maka nasabah hanya harus membayarkan angsuran 

yang sudah disepakati pada bank BTN syariah sampai lunas setelah itu 

nasabah mendapatkan IMB dan surat surat lainnya yang berkaitan 

dengan rumah subsidi. 

 

3.2.5 Kendala Pada Pelaksanaan Pembiayaan KPR SSM BTN iB Pada Bank 

BTN Syariah Cabang Yogyakarta 

 Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembiayaan KPR yang 

menyangkut mekanisme, persyaratan dan ketentuan pada produk KPR SSM BTN 

iB adalah sebagai berikut : 

1.  Kurangnya ketelitian dan kesadaran yang dilakukan oleh nasabah 

untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan pembiayaan seperti 

pengisian data penting dalam formulir pengajuan pembiayaan yang 

masih tidak lengkap, slip gaji yang biasanya lupa untuk dilampirkan, 

KTP yang tidak dilampirkan dan persyaratan lainnya yang biasanya 

akan dilampirkan dikemudian hari karena nasabah tidak 

melengkapinya pada saat pengajuan, mengakibatkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) menurut Service Level Agreement (SLA)  

yang dilakukan oleh pihak pegawai bank khusunya pihak penginputan 

data pembiayaan yang seharusnya dapat diselesaikan penginputan 

pada setengah hari kerja menjadi tidak maksimal dalam sistem e-loan 

nasabah menjadi tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, 

karena harus mengkonfirmasi kembali terkait persyaratan yang belum 

dilengkapi oleh calon nasabah, dan akan berakibat pula kepada 
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kelancaran proses pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah 

tersebut. 

2. Dan kurangnya kepahaman nasabah dalam mekanisme yang 

dijalankan pada proses pembiayaan KPR subsidi mengakibatkan 

banyaknya pertanyaan-pertanyaan nasabah terkait sudah sampai mana 

proses pengajuan permohonan yang sudah nasabah ajukan, dan akan 

berpengaruh juga terhadap SLA yang dijalankan oleh pihak bank 

karena nasabah akan merasa pelayanan pada proses pengajuan 

pembiayaannya diperlambat padahal hal tersebut diakibatkan karena 

nasabah belum paham terkait berapa lama mekanisme yang dijalankan 

untuk mendapatkan informasi dan hasil yang terbaik bagi nasabah 

menurut SLA yang dijalankan oleh bank BTN syariah adalah satu hari 

pengajuan, lima hari proses pembiayaan sampai ke analis, dan satu hari 

pencairan yang diberikan oleh nasabah. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan sebagai pembahasan tugas akhir 

sebelumnya yang membahas tentang Mekanisme, persyaratan dan ketentuan 

produk Pembiayaan KPR SSM BTN iB yang ada pada Bank BTN syariah cabang 

Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa: 

1) Pada KPR SSM BTN iB terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan 

yang harus diperhatikan oleh calon pemohon pembiayaan dan juga 

untuk developer atau pengembang karena produk KPR subsidi adalah 

produk yang bekerjasama dengan pemerintah oleh karena itu syarat dan 

ketentuannya pun harus berdasarkan arahan pemerintah Indonesia. 

Persyaratan KPR subsidi pada umumnya sama dengan persyaratan 

produk KPR lainnya yaitu seperti produk KPR Indent dan Platinum 

tetapi terdapat beberapa syarat tambahan yang harus diketahui dan 

dilampirkan seperti surat pernyataan tidak memiliki rumah, surat sarana 

dan prasarana, surat penghasilan tetap dan tidak tetap, surat 

permohonan KPR subsidi, surat pemenuhan persyaratan penghunian 

rumah, surat kuasa pendebetan biaya, berita acara serah terima, dan tiga 

lampiran surat untuk mencairkan subsidi bantuan uang muka yaitu, 

surat permohonan subsidi uang muka, surat pengakuan kekurangan 

bayar uang muka dan standing instruction. Ketentuan bagi developer 

atau pengembang pada tahun 2018 ini 



65 

 

 

 

untuk dapat membangun rumah subsidi nama pengembang harus 

terdaftar di Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan Kementrian 

PUPR ini ditujukan untuk dapat melihat reputasi dari pengembang 

tersebut apakah baik atau buruk, karena biasanya realisasi 

pembangunan rumah subsidi kurang berjalan lancar dikarenakan ulah 

pengembang yang sering menipu konsumennya. Selain itu developer 

juga harus menandatangani penilaian kelayakan setiap unit rumah 

yang dibangun karena masih terdapat developer yang membangun 

rumah subsidi belum layak huni dengan alasan harga yang murah. 

2) Pembiayaan kepemilikan rumah KPR SSM BTN iB pada Bank BTN 

diperuntukan untuk menunjang program satu juta rumah yang 

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang target sasarannya adalah 

masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Pembiayaan KPR 

subsidi ini direalisasikan karena pada saat ini harga rumah yang 

semakin tinggi dan berbanding terbalik dengan penghasilan yang 

didapat oleh masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan 

sulitnya masyarakat untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer 

yang harus dipenuhi saat ini yaitu mempunyai rumah huni sendiri. 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan strategi dengan cara 

bekerjasama dengan bank BTN Syariah untuk menyalurkan subsidi 

pembiayaan dengan produk KPR SSM BTN iB kepada masyarakat 

yang ingin mempunyai rumah dengan bantuan subdidi pemerintah 
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melalui subsidi angsuran dan subsidi bantuan uang muka serta 

mekanisme proses layanan yang mudah dan cepat.  

Mekanisme yang dilakukan oleh BTN Syariah adalah nasabah 

melakukan  pengajuan KPR terlebih dahulu, kemudian berkas akan 

diterima oleh pihak financing service, berkas akan diteliti kembali, 

berkas masuk dalam SLIK, dilakukan wawancara, berkas diinput 

dalam sistem E-loan, kemudian divalidasi atasan, masuk ke analisa 

pembiayaan, Appraisal oleh FA, Taksasi agunan, muncul rekomendasi 

analis, keluarnya SP3, jika setuju FS akan order akad ke notaris, 

notaris melakukan clearence sertifikat, dilakukannya Akad setelah itu 

pencairan dan nasabah akan langsung mengangsur bulan depannya 

sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai akad pembiayaan sampai 

dengan lunas setelah itu dokumen akan dikembalikan seperti sertifikat, 

IMB, AJB dan semua dokumen pengajuan pembiayaan. 

 

4.2.  Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan dan pelaksanaan magang di 

bank BTN syariah Yogyakarta dengan segala kerendahan hati akan dikemukakan 

beberapa saran yang sekiranya bermanfaat dan menjadi masukan untuk semua 

pihak yang terlibat dalam pembuatan tugas akhir untuk mengetahui mekanisme, 

persyaratan dan ketentuan apa saja yang ada pada produk KPR SSM BTN iB pada 

bank BTN syariah cabang Yogyakarta : 

1) Dalam upaya untuk mengantisipasti kekurangan persyaratan dan 

pengisian data penting dalam formulir pengajuan pembiayaan yang 
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diberikan oleh calon nasabah, maka sebaiknya pihak pegawai bank 

lebih meningkatkan ketelitian dalam memeiksa kembali kelengkapan 

berkas nasabah pada proses penerimaan berkas dan sebaiknya pada 

saat nasabah sedang mengisi data pribadi dalam formulir pengajuan 

pembiayaan KPR pegawai bank harus lebih memperhatikan nasabah 

ketika nasabah sedang mengisi formulir tersebut sehingga jika terdapat 

kesalahan atau ketidakpahaman nasabah mengenai data penting yang 

harus diisi agar pihak bank dapat mengoreksi pada saat itu juga dan 

dalampenginputan data pembiayaan dalam sistem e-loan sesuai 

dengan SOPmenurut SLA nya yaitu setengah hari kerja penginputan 

agar pengajuan KPR dan proses selanjutnya dapat berjalan dengan 

lancar. 

2) Upaya yang dilakukan pihak bank untuk terus memberikan kepahaman 

bahwa mekanisme yang dilakukan oleh pihak bank terhadap 

pembiayaan nasabah prosesnya sudah sesuai dengan SOP yang 

seharusnya adalah dengan memberikan informasi atau maintenance  

nasabah terkait proses pembiayaannya sudah sampai dengan tahap 

yang seperti apa dan mengingatkan nasabah terkait data apa saja yang 

masih dibutuhkan oleh pihak bank namun pihak nasabah belum 

memenuhi itu agar proses pembiayaannya berjalan dengan lancar 

sesuai dengan SLA yang dijalankan bank yaitu satu hari pengajuan, 

lima hari proses yang dijalankan, satu hari tahap pencairan dan 

nasabah merasa puas atas pelayanan yang dijalankan oleh pihak bank. 
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